MEDIASI DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENY ELESAIAN
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN
2014-2015

(STUDI KASUS PERCERAIAN)

!

il

’Im-

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUMUM

Oleh:
ULIL FUAD
11340157

PEMBIMBING:

1. Dr. EUISNURLAELAWATI, MA
2. Dr. AHMAD BAHIEJ SH,M.M.HUM.

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITASISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015



ABSTRAK

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, mediasi merupakan cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan
dibantu oleh mediator. Di Pengadilan, mediasi merupakan tahapan pertama yang harus
dilaksanakan oleh seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara perceraian.
Keterangan dua belah pihak yang berperkara dalam sebuah mediasi akan sangat
dibutuhkan oeh hakim mediator untuk dapat mencapai sebuah keputusan yang adil.

Pada prinsipnya mediasi itu diterapkan untuk memenuhi asas cepat, mudah, biaya
ringan dan yang paling pokok adalah mengurangi adanya penumpukan perkara yang
masuk di Pengadilan. Dan kaitannya dalam sebuah perkara perceraian ialah perkara
tersebut dicabut dari. Perkara yang diterima Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2014
dan 2015 yang berjumlah 206 dan 306 menunjukan peningkatan yang sangat signifikan.
Peningkatan jumlah perceraian antara tahun 2014-2015 mencapai 51%. Hal ini yang
melatar belakangi penulis ingin meneliti lebih dalam tentang efektifitas mediasi yang
dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul dan problematika serta faktor-faktor yang
mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi yang dilaksanakan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka
(library reaseach) yaitu meneliti dokumen-dokumen tentang mediasi yang diambil
langsung dari lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Bantul. Sifat penelitiannya adalah
deskriptif-analitik, serta menggunakan pendekatan normative-yuridis. Pengumpulan
datanya dengan observasi dan interview langsung terhadap hakim dan pegawai yang ada
di Pengadilan Negeri Bantul. Kemudian yang telah terkumpul dianalitis secara kualitatif
dengan menggunakan teknik penulisan induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya damai atau mediasi yang dilakukan
disetiap perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul belum mencapai sebuah
keefektifan dan masih kesulitan untuk menghadirkan dua belah pihak yang berperkara
karena bulatnya tekad dari dua belah pihak yang berperkara. Dan hanya ada 1 mediasi
yang berhasil selama tahun 2014 dan 2015. Adapun jumlah perkara perceraian yang
masuk di Pengadilan Negeri Bantul di tahun 2014 dan 2015 adalah 512. Hasil yang
dicapai kurang maksimal karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor eksternal
yaitu faktor intensitas waktu, faktor keterlibatan pengacara, faktor perasaan. Faktor
internal yaitu mediator dan kedua belah pihak yang berperkara.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kedalam huruf latinyang dipakai dalam penyusunan
skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

tidak dilambangkan

be

te

es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di
bawah)
ka dan ha

de

zet (dengan titik di atas)

cr

es
es dan ye

es (dengan titik di




bawah)
de (dengan titik di
bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di
bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka
‘el
‘em
‘en
w
ha

apostrof

ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Ditulis
Ditulis




C. Ta’ marbut[Jah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Ditulis

Ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa
Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

Ditulis

:
E

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammabh ditulis t

atau h.

D. Vokal pendek

kasrah
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E. Vokal panjang

Ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

F. Vokal rangkap
Ditulis
ditulis
ditulis

ditulis

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Ditulis

ditulis
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ditulis

M
|

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Ditulis

Ditulis

o

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang

mengikutinya, dengan menghilangkan huruf'l (el) nya.

Ditulis

Ditulis

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Ditulis

Ditulis

J. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum

bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, Hadis, salat, zakat dan mazhab.
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. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latinkan oleh penerbit, seperti
judul buku al-Hijab.

. Nama pengarang yang me

. nggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin,
misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.' Khoirudin Nasution
dalam bukunya juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah berkumpulnya dua
insan yang semula berpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang

)
bermitra.

Pada umumnya sebelum terkait tali pernikahan, orang membayangkan
kebahagiaan hanya sebatas memenuhi kebutuhan biologis atau hanya sekedar
mengikat hubungan secara sah, akan tetapi tidak memikirkan berbagai
permasalahan hidup yang nantinya akan dihadapi setelah adanya pernikahan.
Mereka seringkali mengabaikan faktor-faktor yang sebenarnya itu penting dan
harus ada sebelum adanya pernikahan. Diantaranya faktor psikologi, penghasilan
dan yang paling penting adalah faktor kedewasaan yang harus dimiliki oleh kedua

belah mempelai.

Setelah rumah tangga dilanda sebuah permasalahan yang besar, biasanya
mereka tidak tahan terhadap hubungan mereka, sehingga salah satu pihak diantara

suami ataupun istri memutuskan untuk bercerai yang diajukan ke pengadilan. Di

! Pasal 1, Undang-undang Perkawinan R.I Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra
Umbara).hlm.2.

? Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara
Muslim Kontemporer, Edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2005), hlm.17.



Indonesia, sebelum di sidangkannya sebuah perkara perceraian, maka wajib

diadakan mediasi sebelum disidangkannya perkara tersebut.

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi telah
tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam
menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Makna
yang terkandung dari mediasi, yang dilakukan dua belah pihak yang bersengketa
adalah bahwa pada dasarnya manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya
bergelimang konflik dan persengketaan dalam jangka waktu yang lama. Pada
dasarnya, manusia berusaha untuk menghindar dan keluar dari konflik meskipun
konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan

manusia.

Mediasi di pengadilan merupakan perlembagaan dan pemberdayaan
perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, dimana
sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan

(mediation connected to the court).?

Di Indonesia, sebuah lembaga pengadilan merupakan salah satu lembaga
penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Akan tetapi, pada kenyataannya
hasil dari putusan yang diberikan oleh pengadilan belum mampu menciptakan
kepuasan dan keadilan bagi dua belah pihak yang bersengketa. Putusan dari
pengadilan bahkan cenderung memuaskan satu pihak dan terkadang merugikan

dari pihak yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui

® Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), hlm.61.



jalur pengadilan menuntut ‘pembuktian formal’, tanpa menghiraukan kemampuan
para pihak dalam mengajukan alat bukti. Sehingga dibutuhkan sebuah mediasi

untuk menyelesaikan sebuah perkara tersebut.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan
tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam menyidangkan
suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak
dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak
terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, dan tetap mewujudkan

kekeluargaan dan kerukunan.*

Mediasi juga mengandung sebuah ajaran tentang musyawarah yang tentu
itu terdapat dalam ajaran-ajaran agama yang terdapat di Indonesia. Kewajiban
hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan
ajaran agama yang ada di Indonesia, sehingga peranan hakim dalam usaha
menyelesaikan perkara secara damai sangat penting. Putusan perdamaian
mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya
bagi orang yang mencari keadilan (justitiabelen). Sengketa selesai sama sekali,
penyelesaiannya cepat dan biayanya ringan, selain itu permusuhan antara kedua
belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada
apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, yang harus

- 5
dilaksanakan secara cepat.

* Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
cet.Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2008), him.151.

> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dan Praktik
(Bandung: CV Maju Lancar, 2009), him.35-36.



Oleh karena itu, agar dapat mencapai sebuah keputusan yang adil dalam
sebuah penyelesaian perkara, seorang hakim harus menggali dan mendengarkan
keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Begitu pula dalam sebuah
mediasi, seorang mediator hendaknya dapat menggali informasi yang sedalam-
dalamnya terhadap masalah yang diperselisihkan, sehingga dia tahu bagaimana

seharusnya mengambil keputusan.

Dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat
imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh
hukum kepada para hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara
perceraian.® Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa
adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian
tidak terjadi. Apabila berhasil dilaksanakan oleh hakim yang menyidangkan
perkara tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan oleh para

pihak itu dengan sendirinya harus dicabut.”

Dari pemaparan tersebut, hakim yang turut andil dalam mengupayakan
perdamaian adalah hakim dalam sidang perceraian ketika sidang perkara dimulai,
sementara seorang mediator adalah seorang hakim yang sudah ditunjuk oleh ketua
majelis hakim untuk mengupayakan dan mengusahakan perdamaian untuk para
pihak yang berperkara di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para

pihak yang berperkara.

5Abdul Manan, Penerapan di Lingkungan Peradilan Agama, cet. Ke-5, (Jakarta:
Kencana, 2008), him.164.
7 Ibid. him. 165.



Mediator memang memiliki peran menentukan dalam suatu proses
mediasi. Akan tetapi, berhasil atau tidaknya sebuah proses mediasi tidak hanya
ditentukan oleh seorang mediator saja, melainkan dari dua belah pihak yang
berperkara atau bersengketa. Mediator yang memimpin, mengendalikan dan
menjaga keseimbangan dalam proses mediasi serta menuntut para pihak untuk
mencapai sebuah kesepakatan merupakan peran utama yang harus dilakukan oleh
seorang mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong
lahirnya diskusi-diskusi konstruktif dimana kedua pihak terlibat secara aktif
dalam membicarakan akar persengketaan mereka. ® Akan tetapi kesadaran,
kerjasama dan toleransi dari dua belah pihak yang berperkara juga mempengaruhi

keberhasilan dari sebuah proses mediasi.

Dalam kenyataannya, seringkali seorang mediator menemui sebuah
problem atau kendala dalam melakukan sebuah mediasi. Hal tersebut merupakan
beberapa penyebab tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Negeri Bantul. Niat
yang kuat dan juga niat yang dilandasi kesungguhan serta ketulusan untuk
mendamaikan suami istri yang berselisih merupakan modal utama seorang

mediator dalam mengupayakan perdamaian dalam sebuah sengketa atau perkara.

Landasan Yuridis terkait keharusan mediator bersungguh sungguh
mengupayakan perdamaian para pihak-pihak yang berperkara sangat jelas
disebutkan dalam Surat Edaran Makhamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun2002,

yaitu:

¥ Abbas Syahrial, Mediasi Dalam Perpektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.77.



“Agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan
sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal
130 HIR/154RBg., tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan
perdamaian”.

Selanjutnya dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diatur pula mengenai
pedoman perilaku mediator dan pemberian insentif kepada mediator dalam
menjalankan fungsinya sebagai mediator, yaitu dalam Bab VII, yang beisi dua

pasal, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25.

Oleh karena itu, Surat Edaran Makhamah Agung (SEMA) yang
memerintahkan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai atau
mediasi sangat patut untuk diapresiasi. Jika mediasi dapat diterapkan dengan
efektif tentu hal ini sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau
berselisih terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal
tersebut maka lembaga pengadilan secara tidak langsung juga membantu dalam
mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah,’ serta

kekal.'

Terjadi peningkatan angka perceraian di antara tahun 2014-2015 di
Pengadilan Negeri Bantul. Adapun data kasus perceraian di Pengadilan Negeri

Bantul dari tahun 2014-2015 sebagai berikut:

NO JUMLAH KASUS PERCERAIAN TAHUN

1 206 2014

? Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta : ACADEMIA dan
TAZZAFA, 2005), hlm.38.
' Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



2 306 2015

Jumlah perceraian pada tahun 2015 tergolong angka paling tinggi
dibanding dengan tahun sebelumnya.'' Bahkan peningkatannya mencapai angka
51%. Data yang diperoleh ini memunculkan pertanyaan bagi penyusun mengenai
problematika hakim mediator dalam melaksanakan mediasi dalam perkara
perceraian yang tergolong tinggi dan efektifitas mediasi yang telah diterapkan di
Pengadilan Negeri Bantul karena mengingat pengintregasian mediasi ke dalam
proses beracara di Pengadilan bertujuan menjadi salah satu instrument mengatasi
masalah penumpukan perkara di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.
Berangkat dari tujuan awal mediasi adalah untuk mengurangi jumlah perkara atau
penumpukan perkara tersebut, maka penyusun beranggapan perlu untuk dijadikan

obyek penelitian sebuah skripsi.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, maka terdapat rumusan masalah yang dapat dikaji

sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan dalam perkara perceraian

di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2014-2015?

" Pra riset di Pengadilan Negeri Bantul, 2 November



2. Apakah mediasi yang dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun
2008?

3. Apa problematika yang dihadapi seorang hakim mediator dalam
menjalankan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri

Bantul?

C. Tinjauan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi
perkara perceraian di Pengadilan Negeri Bantul pada Tahun 2014-2015.
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan problematika hakim mediator
dalam melakukan sebuah mediasi perkara perceraian di Pengadilan

Negeri Bantul.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah

a. Memberikan gambaran solusi bagi hakim mediator untuk pemecahan
problem dalam melakukan sebuah mediasi di Pengadilan Negeri Bantul
b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan tentang

mediasi terhadap kasus perdata khususnya perceraian

D. Telaah Pustaka
Setelah penyusun melakukan pengamatan dan penelusuran terhadap karya
ilmiah yang ada, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas
mengenai tema yang penyusun angkat. Karya ilmiah yang penyusun temukan,

secara umum juga membahas terkait mediasi atau upaya perdamaian di



pengadilan negeri maupun peradilan agama, namun belum secara khusus
menyentuh pada pembahasan tentang pelaksanaan mediasi sebuah perkara perdata
dalam kenyataannya dan problematika hakim mediator. Dan selain itu,
kebanyakan tempat penelitian karya ilmiah yang lain di Peradilan Agama

sedangkan tempat yang menjadi penelitian penyusun adalah pengadilan negeri.

Skripsi lain yang ditulis oleh Abdul Halim yang berjudul “Upaya Damai
Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta”,'
skripsi ini menjelaskan tentang penerapan mediasi pada Pengadilan Agama
Yogyakarta belum optimal karena mengalami hambatan teknis dan non teknis,
hambatan teknis yaitu: keterbatasan tempat, keterbatasan waktu, dan mekanisme
yang tidak praktis. Faktor non teknis diantaranya: sudah bulatnya para pihak
untuk bercerai, karakteristik sifat perkara perasan, sehingga dipandang kurang
sesuai jika dilakukan mediasi, keterlibatan pengacara yang sering kali
memperkeruh suasana. Skripsi Abdul Halim dengan skripsi peneliti memang

sama-sama membahas problematika mediasi tetapi skripsi ini lebih

mengkhususkan pada problematika seorang mediator.

Skripsi Firdaus Ainur Rafiq dengan judul ‘Penerapan Mediasi di
Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca Sema Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks

'> Abdul Halim,”Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di
Pengadilan Agama Yogyakarta™, Skripsi tdak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, (2005).
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Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg)’’.'*Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan
mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dan
faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi tersebut. Sedangkan skripsi yang akan
disusun oleh penyusun akan meneliti tentang kesesuaian antara undang-undang
yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi dengan kenyataan proses mediasi

yang ada.

Skripsi Rina Agustina yang berjudul “Sidang Mediasi dan Implikasinya
Pada Proses Perceraian Studi Pengadilan Agama Brebes”,'* dalam skripsinya
beliau menyatakan Mediasi di Pengadilan Agama Brebes yang berdasarkan
PERMA tersebut terkesan tidak efektif, karena adanya mediasi tidak berpengaruh
pada jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan dan tidak dapat menekan
tingginya angka perceraian. Terkait dengan pelaksanaan mediasi ini, mediasi
dianggap kurang sesuai dengan karakteristik perkara perceraian yang lebih
bersifat perasaan. Seharusnya lebih dipahami lagi apa yang menjadi alasan atau

latar belakang perceraian itu sendiri.

Perbedaan dari berbagai literatur di atas dengan skripsi yang disusun oleh
penyusun tentunya banyak perbedaannya, walaupun sama-sama meneliti tentang
mediasi. Perbedaannya yaitu: skripsi Abdul Halim menjelaskan tentang penerapan

mediasi, skripsi Firdaus Ainur Rafiq memaparkan tentang penerapan mediasi

BEirdaus Ainur Rafiq, Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca
Sema Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan
Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg)’’. Skripsi ini diterbitkan Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

' Rika Agustina,”Sidang Mediasi Dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi di
Pengadilan Agama Brebes™, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga, (2009).
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setelah adanya SEMA Tahun Nomor 1 2002 dan faktor yang mempengaruhi
mediasi tersebut dan skripsi Rika Agustina menjelaskan dampak yang
ditimbulkan proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan
skripsi saya lebih menekankan tentang problematika seorang hakim mediator dan
pelaksanaan mediasi dalam kenyataannya dalam sebuah kasus perceraian di

Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dengan berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur tersebut, penulis
merasa belum ada karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang penerapan
atau pelaksanaan mediasi khususnya sikap mediator dalam memediasi dua belah
pihak yang bersengketa dan problematika hakim mediator dalam mediasi kasus
perceraian dan sikap dua belah pihak yang berperkara dalam kasus perceraian.
Dengan demikian penelitian skripsi ini dapat melengkapi penelitian-penelitian
yang telah ada, dan berguna bagi peneliti yang akan meneliti dalam hukum

keperdataan.

E. Kerangka Teoritik
Adanya sebuah perceraian itu pada dasarnya adalah sebuah cerminan dari
rumah tangga yang tidak harmonis. Sedangkan yang menjadi idaman utama dalam
sebuah rumah tangga adalah keharmonisan. Dan ketika sebuah rumah tangga
sudah tidak mungkin lagi diharapkan keharmonisannya, maka disitulah keinginan

untuk segera bercerai sangat tinggi. Perceraian hendaknya tidak terjadi dalam
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kehidupan rumah tangga, maka jika suatu gugatan perceraian telah diajukan ke
Pengadilan, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendamaikan pihak-

pihak yang bersengketa.'’

Mediasi di Pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan
perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg,
di mana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di
Pengadilan (mediation connected to thee court). Pengintegrasian mediasi ke
dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif
mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu,
institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan
memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di

samping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif).'®

Sebagaimana telah diketahui bahwa mediasi merupakan alternatif
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan.
Akan tetapi, konteks mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung
arti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih
dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui perdamaian. Pihak-pihak yang

bersengketa di meja pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan

1> Pasal 65 dan 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama.

'® Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2012), him.39.
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persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu oleh

mediator'’

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara
bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Kalau
selama ini upaya mendamaikan pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh
hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya
untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang
berperkara. Diberikan waktu yang luang dan khusus untuk melakukan mediasi
antara pihak-pihak. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus
dilakukan dengan sungguh-sungguh.'® Usaha mendamaikan pihak-pihak yang
berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri
suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa

yang kalah dan siapa yang menang."’

PERMA No 1 Tahun 2008 juga membahas tentang pedoman perilaku

mediator dan insentif pada pasal 24 dan 25 di bab VII sebagai berikut:

A. Pasal 24
1. Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman
perilaku mediator.

2. Makhamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

"7 Ibid., him.71.

'® Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta : Sinar
Grafika,2012), him.39.

' Abdul Manan, Penerapan Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.151.
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B. Pasal 25
1. Makhamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan dalam proses
mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi
mediator.
2. Makhamah Agung menerbitkan peraturan makhamah agung tentang
kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan

fungsi mediator.

PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah
penyempurnaan terhadap PERMA No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Makhamah Agung karena dalam
PERMA No 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif
penerapannya di pengadilan. Makhamah Agung mengeluarkan PERMA No 1
Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermurah, dan mempermudah

penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari

keadilan.?

Kehadiran PERMA No 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan
kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk
menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan cara
mengintensifkan dan mengintregasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara

di pengadilan. Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam PERMA No 1

Y Abbas Syahrial, Mediasi DalamPerpektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.310.
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Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian
sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan
prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat
(3) PERMA). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib
menyebut bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui

mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.?'

Adapun mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas
formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh
pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediator adalah pihak ketiga
yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak dapat
melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani
pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses
negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan bersama-sama para pihak

merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.””

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada
kepercayaan (trust) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa
mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seseorang
dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting

bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi. >

! Abbas Syahrial, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2011. him.311.

*Ibid.,hlm.59.

* Ibid.,him.60.
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Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain; kemampuan
membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukan sikap empati, tidak
menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang
disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju
dengan pernyataan tersebut. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap
mental seorang mediator yang harus ditunjukan dalam proses mediasi. Mediasi
sebenarnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak,
berupa berbedanya kepentingan. Seorang mediator harus memiliki sikap mental
yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak ke arah

konsensus.>*

Persyaratan lain yang harus dimiliki mediator dalam kaitannya dengan
kemampuan personal adalah memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan
para pihak, walaupun pernyataan tersebut tidak ia setujui. Mediator tidak boleh
membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak
tepat, tetapi ia harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apa
pun dari para pihak. Selain itu mediator harus memiliki kemampuan komunikasi
yang baik, jelas, dan teratur, serta dipahami para pihak karena menggunakan
bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang dipakai mediator dalam
menjalankan kegiatan mediasi adalah kalimat yang tidak menimbulkan ambiguitas

dan membuka peluang tafsir dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dijaga oleh
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mediator, karena penggunaan bahasa yang keliru akan membawa kesulitan bagi

dirinya dan pihak dalam menjalani proses mediasi lebih lanjut.*®

F. Metode Penelitian
Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode

penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (field research),
dalam hai ini data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Negeri
Bantul.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian adalah deskriptif analitik. *° Setelah data terkumpul,
penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya
angka perceraian yang tinggi di Pengadilan Negeri Bantul dan proses
mediasinya serta problematika hakim mediator , kemudian dilanjutkan dengan
analisis terhadap kasus tersebut.
3. Obyek Penelitian
Obyek penelitian adalah Pengadilan Negeri Bantul
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dipakai dalam menyusun sekripsi ini adalah pendekatan

yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan

*% Yaitu suatu penulisan yang bertujuan mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa
sebagaimana adanya, sehingga bersifat factual. Lihat Hadari Nawawi, Metode Penelitian Social
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), him.31.
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atau peraturan yang mengatur prosedur dan mekanisme perdamaian dan
mediasi di Pengadilan Negeri Bantul kemudian membandingkan dengan

kenyataan pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Negeri Bantul.

5. Teknik Pengumpulan Data
Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach),
maka pengumpulan datanya dilakukan dengan mencari data-data yang
dibutuhkan dari sumber-sumber primer maupun sekunder. Adapun data yang
diperoleh dari sumber primer yakni dengan melakukan langkah penelitian
sebagai berikut:

a. Observasi yaitu suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode ini
digunakan untuk mengamati langsung keadaan mediasi di Pengadilan
Negeri Bantul.

b. Dokumentasi yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan mediasi
dan tata cara penerapannya, serta melakukan pengkajian terhadap berbagai
tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Wawancara yaitu bertanya kepada ihak-pihak yang berperkara dan Hakim-
Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai mediator dalam setiap proses

upaya perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

Adapun data yang diperoleh dari sumber sekunder yakni dengan cara

menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab undang-undang,
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ensiklopedi, jurnal, skripsi ataupun data yang lain yang relevan dengan topic

pembahasan penulis.

6. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif,
dalam hal ini penyusun menggunakan metode Induktif, yaitu metode berfikir
dengan menerangkan data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasi
menjadi kesimpulan umum. Dalam hal ini adalah terkait kasus tingginya kasus
perceraian di Pengadilan Negeri Bantul dalam tahun ini. Kemudian ditarik
suatu kesimpulan yang umum tentang fungsi mediator dalam mediasi, sikap
kedua belah pihak yang berperkara dalam mediasi dan problematika hakim

mediator yang menangani kasus perceraian di Bantul yang tergolong tinggi.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil
penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sebuah sistematika

pembahasan sebagai berikut:

Bab satu berisi gambaran umum tentang skripsi yang terdiri dari enam sub.
Latar belakang masalah dan pokok masalah, membahas bahwa penelitian ini
penting, yang kemudian diikuti dengan tujuan dan kegunaan. Telaah pustaka,
menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teoritik, berupa
teori-teori yang digunakan untuk meganalisis pokok permasalahan. Metode

penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan
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Bab dua memaparkan tentang gambaran umum tentang mediasi yang
meliputi pengertian dan dasar hukum mediasi, peran dan fungsi mediasi, prosedur
mediasi. Mediasi dalam peraturan perundang-undangan dan memaparkan mediasi
dalam prespektif agama non islam.

Bab tiga membahas tentang pelaksanaan sidang mediasi penyelesaian
sengketa perkara perceraian di Pengadilan Negeri Bantul. Pembahasannya: ulasan
tentang sejarah Pengadilan Negeri Bantul, prosedur yang dijalankan di Pengadilan
Negeri Bantul, memaparkan data keseluruhan perkara yang masuk, juga data
laporan mediasi yang telah dilaksanakan, serta laporan perkara yang diputus di
Pengadilan Negeri Bantul

Bab empat bagian ini merupakan analisis terhadap pokok permasalahan
dalam skripsi secara lebih jauh dan faktual tentang problematika mediator dalam
mediasi di Pengadilan Negeri Bantul dan terkait kinerja mediator dalam realitanya
di mediasi yang ada di Pengadilan Negeri Bantul.

Bab lima adalah penutup, bab yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil
kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, selain itu pada bagian ini,
penyusun juga mencoba memberikan penawaran berupa saran-saran yang dapat

diberikan setelah mengadakan eksplorasi terhadap permasalahan yang diteliti.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang mediasi dalam perkara

perceraian di Pengadilan Negeri Bantul dan menjabarkannya, maka penyusun

menyimpulkan bahwa :

1.

Dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Negeri Bantul, Ketua Majelis
menunjuk seorang mediator kemudian mediator melakukan upaya
perdamaian terhadap kedua belah pihak. Dan ketika tidak ada sebuah
kesepakatan damai antara dua belah pihak maka perkara perceraian lanjut
ke tahap persidangan selanjutnya. Dan apabila upaya damai yang dilakukan
oleh mediator berhasil maka perkara tersebut akan dicabut dari Pengadilan
Negeri Bantul.

Pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul telah
sesuai dengan ketentuan yang ada pada PERMA No. 1 Tahun 2008.
Meskipun pada pelaksanaan mediasi yang di jalankan di Pengadilan Negeri
Bantul pada tahun 2014 dan 2015 masih belum bisa mengurangi angka
perceraian.

Adapun hal-hal yang menjadi problematika mediator dapat dikelompokkan
menjadi dua faktor, yakni faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor
eksternal meliputi keterlibatan pengacara, kepadatan kasus yang masuk di

Pengadilan Negeri Bantul, faktor perasaan. Faktor internal meliputi pihak
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yang berberkara dan keluarga dari pihak yang berperkara. Dimana pihak
yang berperkara telah kuat dengan keinginannya untuk bercerai dan
keluarga besar pihak yang berperkara mndukung pihak yang berperkara

untuk segera melakukan perceraian.

B. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian penyusun selama di lapangan, penyusun pun
memberikan saran yaitu:

1. Seharusnya dibuatPeraturan Perundang-undangan yang mewajibkan kedua
belah pihak yang berperkara hadir pada saat mediasi dalam sebuah kasus
perceraian.

2. Dalam menjalankan mediasi seharusnya dipandu dengan mediator yang
bersertifikat resmi dan juga yang telah berpengalaman melakukan mediasi,
tidak hanya mediator yang hanya sekali mengikuti pelatihan mediator dan
kurang berpengalaman melaksanakan mediasi.

3. Seharusnya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran lagi akan dampak
negative perceraian dan lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan
mediasi untuk upaya perdamaian schingga mediasi bukan hanya sebuah

formalitas yang harus dilakukan dalam sebuah sidang perceraian.
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